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PUTUSAN 

Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.Pdn. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan 

dalam perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah 

tangga, tempat tinggal di Jalan Prof. HM. Yamin  

Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, 

Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat; 

m e l a w a n 

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, 

tempat tinggal di Jalan Prof. HM. Yamin,  Kelurahan 

Pasar Batu Gerigis, Kecamatan Barus, Kabupaten 

Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari  

2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan  

Register Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan 

gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus,  Kabupaten Tapanuli  Tengah,  

Provinsi Sumatera Utara, dengan nomor Akta Nikah Nomor: 71/05/VIII/2007 

tanggal 10 Agustus 2007; 

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 
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rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan 

Barus; 

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri  dan dikaruniai 2 orang anak 

bernama: 

Anak 1 

Anak 2; 

4.  Bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara 

Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk 

dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:  

- Tergugat malas kerja 

- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering 

mengucapkan cerai. 

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat  tersebut terjadi kurang lebih pada Juni 2016 disebabkan karena 

Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan 

disebabkan hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Penggugat 

mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan 

Tergugat dan Tergugat juga sudah tinggal bersama dengan orang tuanya. 

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 7 bulan lamanya hingga 

sekarang ini; 

6. Bahwa Penggugat adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang 

ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga 

Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara perceraian yang 

Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Panda, oleh karena itu Penggugat 

memohon untuk diberikan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma 

(prodeo); 

7.  Bahwa ketidakmampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara di 

Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan 

Miskin Nomor : 287/1001-PBG/SKTM/2016 tertanggal 28 Desember 2016 

yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pasar Batu Gerigis. 
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Berdasarkan alasa/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat (Alm)) terhadap 

Penggugat (Penggugat (Alm)) 

3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA 

Pengadilan Agama Pandan; 

 Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aquo et bono); 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan 

panggilan (relaas) yang telah disampaikan,  Penggugat  telah hadir 

menghadap sendiri di persidangan,  sedangkan Tergugat  tidak pernah  hadir 

dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang 

menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

sebanyak  2 kali oleh jurusita Pengganti Pengadilan Pandan sesuai dengan 

berita acara panggilan (relaas) Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 15 

Februari  2017 dan tanggal 23 Februari 2017 dan tidak ternyata 

ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim  telah menasehati Penggugat untuk 

rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 

2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat 

mengupayakan perdamaian melalui mediasi para pihak, oleh karenanya 

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap 

dengan gugatannya tanpa ada perubahan ataupun penambahan; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk 

menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak 

pernah hadir di muka sidang, sehingga Tergugat tidak menggunakan hak 

jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan 
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acara pembuktian; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Barus, Nomor 71/05/VIII/2007 tertanggal 10 

Agustus 2007, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya 

(Bukti P);    

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat 

mengajukan  saksi-saksi yaitu:  

1 Ermiyanti Hutagalung  bin Hanafi Hutagalung, bersumpah dan menerangkan 

sebagai berikut: 

▪ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

sebagai sepupu Penggugat dan tahu Penggugat dan Tergugat menikah 

pada tahun 2007 di Barus; 

▪ Bahwa saksi tahu setelah menikah  Penggugat dan Tergugat tinggal di 

Kelurahan Batu Gerigis, Kecamatan Barus dengan di karuniai 2 (dua) 

orang anak;  

▪ Bahwa saksi tahu  Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam 

rumah tangga hanya 3 bulan saja setelah itu sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja, semua kebutuhan 

rumah tangga menjadi tanggungan keluarga Penggugat, Tergugat sering 

memukul, tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat bahkan 

Tergugat tidak ada perhatian dan peduli kepada Penggugat  dan sering 

mengucapkan kata cerai; 

▪ Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

tersebut; 

▪ Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi 

pada bulan Juni 2016 Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan 

laki-laki lain dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya; 

▪ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

selama 7 (tujuh) bulan; 

▪ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi 
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tidak berhasil; 

2. Irawati Tanjung binti Khudri Tanjung, bersumpah dan menerangkan sebagai 

berikut: 

▪ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak tahu kapan 

Penggugat dan Tergugat menikah karena ketika saksi bertetangga 

dengan Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat dan 

Tergugat sudah menjadi suami istri; 

▪ Bahwa saksi tahu setelah menikah  Penggugat dan Tergugat tinggal di 

Kelurahan Batu Gerigis, Kecamatan Barus dengan di karuniai 2 (dua) 

orang anak;  

▪ Bahwa saksi tahu dari mulai saksi bertetangga dengan Penggugat dan 

Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan semua 

kebutuhan di tanggung keluarga Penggugat, Tergugat tidak menghargai 

Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada 

perhatian dan peduli kepada Penggugat dan sering mengucapkan kata 

cerai; 

▪ Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

tersebut; 

▪ Bahwa saksi tahu puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi 

pada bulan Juni 2016 Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan 

laki-laki lain dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya; 

▪ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

selama 7 (tujuh) bulan; 

▪ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya 

yang pada pokoknya  tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat 

dan mohon putusan; 

  Menimbang, bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini, maka 
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segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara  

sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 

dengan putusan ini; 

  PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan 

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka 

berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan 

mengadili perkara ini; 

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa 

Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan 

pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Barus, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan 

pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat 

mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 

21/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 06 Februari 2017 yang dibacakan dalam 

persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap dalam persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 

21/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 15 Februari  2017 dan tanggal 23 Februari 

2017 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara 

resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan; 

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat 

telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir secara in 

person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 
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Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut 

tidak dapat dilakukan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, 

sehingga amanat  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 

tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo 

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. 

Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya 

mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar 

rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat 

didasarkan atas dalil-dalil, bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan 

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat 

malas kerja, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering 

mengucapkan kata cerai dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 

tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan; 

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak pula 

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di 

persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Tergugat ada 

indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil gugatan Penggugat tersebut 

di muka persidangan; 

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis 

Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang 

mempunyai sifat khusus (lex specialis), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 

R.Bg. maka Penggugat wajib dibebani bukti, dan persangkaan Majelis Hakim 

tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini; 

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali l-dalil gugatannya, Penggugat 

telah menghadirkan alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi; 

Menimbang, bahwa bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat berupa 
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fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/05/VIII/2007 tertanggal 10 Agustus 2007 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, sebagai 

pejabat berwenang (bukti. P); 

Menimbang, bahwa bukti  saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 

2 (dua) orang saksi,  dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan 

hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami 

isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat 

tidak mau bekerja dan semua kebutuhan di tanggung keluarga Penggugat, 

Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan 

Tergugat tidak ada perhatian dan peduli  kepada Penggugat dan sering 

mengucapkan kata cerai dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 

tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan; 

Menimbang, bahwa kepada dua alat bukti yang dihadirkan oleh 

Penggugat tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa terhadap bukti  P yang ditandatangani oleh pe jabat 

yang berwenang telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta telah sesuai 

dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti 

tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik formil 

maupun materiil, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh 

dan mengikat sehingga alat bukti  tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan 

dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan 

Penggugat, Majelis menilai dua orang saksi yang telah memberikan keterangan 

di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan 

dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum 

Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima 

sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta diperkuat pula oleh 

keterangan dua orang saksi di bawah sumpah maka harus dinyatakan terbukti, 

bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; 
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Menimbang, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, Majelis 

Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah 

menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (Vreem de Oozaak) timbulnya 

keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian 

Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut 

mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan 

dalam putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap fakta -fakta 

persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum 

sebagai berikut: 

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 

2 (dua) orang anak, sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkanTergugat 

tidak mau bekerja dan semua kebutuhan di tanggung keluarga Penggugat, 

Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat, bahkan 

Tergugat tidak ada perhatian dan peduli kepada Penggugat dan sering 

mengucapkan kata cerai; 

-    Bahwa, Penggugat telah berpisah tempat  tinggal  dengan  Tergugat  

selama 7 (tujuh) bulan; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah 

(broken marriage), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan 

dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan 

akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan 

tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, 

tenteram, kekal, dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah), sebagaimana 

dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  jo. pasal 2 

dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 

yang berbunyi sebagai berikut: 

 ذلك في إن ورحمة مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن 

يتفكرون لقوم لآيات  

Artinya: ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka gugatan Penggugat a quo telah terbukti  dan tidak melawan hukum 

serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat 

untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan 

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, 

meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat 

harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek sesuai 

pasal 149 ayat (1) R.Bg.,  

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai 

gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai isterinya dan oleh karenanya, 

berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim 

menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu ba'in shughra; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan 

untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap 

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus 

Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat 

serta tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan penetapan ketua Pengadilan 

Agama Pandan dan surat keputusan kuasa pengguna anggaran Pengadilan 

Agama Pandan nomor 21/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 30 Januari 2017 
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membebankan seluruh biaya perkara nomor 21/Pdt.G/2017/PA.Pdn kepada 

DIPA Pengadilan Agama Pandan Nomor DIPA-005.04.2 604745/2017 TA. 

2017; 

 Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1.  Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra  Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan 

Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah  Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu 

rupiah) dibebankan kepada Negara; 

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Pandan pada hari Rabu tanggal 1 Maret  2017  M., bertepatan dengan tanggal 

2 Jumadil Akhir 1438  H. oleh kami Drs. Muslim, S.H.,M.A., sebagai Ketua 

Majelis, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga,  di bantu 

oleh Wardiani Tanjung, B.A. sebagai Panitera Pengganti  dengan dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

  

  Ketua Majelis 

 

  

 

 

 

Drs. MUSLIM, S.H.,M.A. 

 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

            Hakim Anggota,   Hakim Anggota, 

 

 

 

  

 

              M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.               MUMU MUMIN 

MUKTASIDIN, S.H.I. 

 

 Panitera Pengganti  

  

 

 

 

 WARDIANI TANJUNG, B.A.  

Perincian biaya perkara: 

1. Biaya Proses : Rp.         50.000,- 

2. Biaya Panggilan  : Rp.       180.000,- 

3. Biaya Redaksi : Rp.           5.000,- 

4. Biaya materai : Rp.           6.000,- 

Jumlah  Rp.      300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) 
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